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Promosi penjualan merupakan strategi bagi perusahaan dalam mempertahankan daya saing dan loyalitas
konsumen. Industri ritel melakukan kegiatan promosi penjualan berskala besar. Kegiatan konsumsi atas
pemberian produk promosi akan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang termasuk penyerahan barang
dalam kategori penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pemberian cuma-cuma. Hal tersebut telah
dimuat dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah No. 44 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan penyerahan BKP
promosi yang tergolong pemberian cuma-cuma yang terutang PPN oleh perusahaan ritel, dan menganalisis
implementasi kebijakan PPN atas penyerahan BKP promosi yang tergolong pemberian cuma-cuma oleh
perusahaan ritel. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa jenis-jenis transaks yang dapat dikategorikan sebagai pemberian cuma-cuma secara
umum dibagi menjadi empat jenis, yaitu persediaan gabungan, persediaan gratis (sampel), penyerahan
barang dalam undian, dan transaks barter. Ditemukan bahwa definisi dari pemberian cuma-cuma yang
dimuat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 masih
bersifat umum sehingga memiliki potensi terjadi multi interpretasi dalam praktik di lapangan. Unsur
kepastian dalam pengaturan terminologi pemberian cuma-cuma masih belum terpenuhi yang dibuktikan juga
dengan berbagai sengketa pajak yang telah terjadi. Kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban
terkait transaksi pemberian cuma-cuma belum terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis, maka disarankan bagi
pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut terkait batasan dan
tata cara pengenaan PPN atas transaksi pemberian cuma-cuma.

...... Sales promotion is a strategy for companies to maintain their competitiveness and customer loyalties.
Theretail industry isinvolved in large-scale sales promotion is. Consumptive activities on promotional
goods will be subject to Value Added Tax (VAT), included in the category supply of Taxable Goodsin the
form of free-of-charge goods. Regulations related to this matter have been contained in Article 1A
paragraph (1) letter d Law Number 42 of 2009 and Article 6 Government Regulation Number 44 of 2022.
This research aimed to analyze the determination of supply of goods in the free-of-charge goods category
which are subjectsto VAT by retail companies, and to analyze the implementations of VAT policies on the
supply of goods in the free-of-charge goods category. Utilizing a qualitative approach, this study employed a
combination method of literature review and in-depth interviews as data collection techniques. The findings
of this research indicated that there are four broad categories of supply of goodsin the category of free-of-
charge goods which are composite supplies, free supplies (sample), goods as prizes (giveaways), and
barters. Furthermore, it had been discovered that the definition of free-of-charge goods, as stipulated in Law
Number 42 of 2009 and Article 6 Government Regulation Number 44 of 2022, remained generic and open
to various interpretations in practical application. The lack of certainty from the terminology of free-of-
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charge goods was further evidenced by multiple tax disputes. In addition, the simplicity of administrative
responsibilities from the supply of free-of-charge goods had not been fully achieved. Based on the analytical
findings, it is advisable for the government to issue a Minister of Finance Regulation which further regulates
the limitations and procedures for imposition of the supply of free-of-charge goods.



